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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERLIINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9Kep.©| N/SMK-BPMPT/XIU2015

TENTANG
IZIN OPERSIONAL KEPADA YAYASAN KARSA MULIA MANDIRI
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TRISUKSES

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERLIINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang (1 tuhwaduhmmhptmmmwﬁmmwmm

masyarakat dalam menyelenggarakan pendidilan. ‘

b. bahwa Yayasan Karsa Mulis Mandiri dianggap memenubi syarst dan maspu
untik mendirikan  Sekolsh Menengah Kejurnan mulsi Tehun Anggamn
201572016

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dintes periu menstapian
Keputusan Cubermur Jawa Bmlwnum[jinﬂpauinuﬂMYunnKm
Mulia Mandiri untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Trisukses.

Mengingat |, Undang-undang Nomor 11 Tehun 1950 tentang Pembentukan Jaws Bamt (Berita
Negara Republik Indonesin Tanggal 4 Juli 1950), :

2 u:m-mnm:ummmmmw
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tehun 2003 Nemor T8 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentsng Pemerintahan dserah (Lemberan
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembehan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebageimana felah diubeh beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20135 tentang Perubahan
Kedus atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintshan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2015 Nomor 58,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5679,

4  Undeng-undang Momor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintshan
{Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambshan
Lembaran Megara Repuhlik Indonesia Nomor 5601 );

5  Peratwan Pemesntah Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tamhahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4495),

6. Peraturan Pemenntah Womor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unusan
Pemerintahan Antara  Pemerinfah, Pemernishan Deemh Provinsi dan
Pemenntahan Duerah KabupatenHota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4T3T),

7 Pemburan Pemenniah Momoer 17 Tahun 2010 teniang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Bopublik Indonesia Tahun 2010
Momor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Momor 5105
sebogairnana 'elul dinbah dengan Peratoran Pemerintsh Nomeor 66 Tabun 2010
tenlang Perubuding gizs Peraturan Pemenntah Momor 17 Tabwm 2010 tenisng

Pengelolsan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2000 Memer 112, Twnbehan Lembaran Megara Republik ndonesia
Nostrior S157)

£ Peraturan Presidon “omer 97 Tahun 2014 tentang PenyelenggamanPelayanan
Terpadu Sat Pintu (L ombamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer
1213,

9 Peraturan Menten Pendidikan Nasional Momor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penclirian, Perubdun dan Penutupan Satuen Pendidikan Desar dan Menengah,
10 Persturan Menten Mendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standa:

Kompeteril Ll viuk Satuan Pendidikan Dusar dan Menegah,

1 Peratugan Menien Pendidikan Masionsl Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Mesiditikan

12 Peraburay e pliknn Masional Nomor 50 Tabun 2007 tentung, St b
Preengelilian o tubboae sleh Pemenintuh Daerah;

12 Perahirum i ihart Masional Nomor 40 Tahun 2008 ftentung St
Satanua s vt ntuk Sekolah Menengah Kepmman/Madrasah Ad
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Keputisan Direkiors! Jenderal Pendidikan Dasar dan Mensngah Departemnen
Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tertang sywmt-syarat
dan Tata Cars Pendirian Sekolah Swasta;

Keputusan Oubermur Jaws Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Rincian Tugas Uit Dinas Pendidilan Provinsi Juws Barat,
MMWJIHMleTMNHm Perubahan
Kedua Atas Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Organisasi Tale Kega Lembaga Lain Provins Jawe Baemat (Lemberan Deerah
Provinsi Jawa Barat Tehun 2008 Nomor 23 Seri D),

Peraturan Gubemur Provingi Jaws Barst Nomor 92 Tahun 2014
Petunjuk Pelaksanaan Persturan Dserah Provinsi Jawa Barst Nomor 7 Telum
2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Peraturan Gubemur Provinsi Jawa Barst Nomor 51 Tahun 2015 tentsng
Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Pemutupan Lembegs Pendidikan.

Surat Permohonan dard  Yayasen [Kama Mulin Mandii Nomor
26/SP.YEMM/VII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, Perihal Permohonan lzn
Operasional Sekolah Menengah Kejuruan,

Surat Kepala Desa Karihkil Kab. Bogor Nomor 420/001/2006/1V/2015 Tanggal
13 April 2015 Perihel Rekomendasi,

Akia Notaris : Dani Ardiati, 8 H Nomor : 01 Tanggal 10 Jarmeri 2015 tentang
Pendirinn Yayssan Karsa Mulia Mandiri;

Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barst Nomor : 421.5/844-Dikmenti
tanggal Nopember 2015 perihal Saran dan Pertimbangan Telais;

Stud Kelayakanan Sekolsh Menengah Kejurman deri Tim Telnis Bideng
Pendidilnn Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor -
421 5/844-Dnkmenti, tanggal | September 2015.

MEMUTUSKAN

Memberi ijin operasional kepada Yayasan Karsa Mulis Mandini uniuk mendiriian
Sekolah Menengih Kejuruan Trisukses yang berdokasi di J1 H. Miing No. 1 Kavling
Muara Barokah Blok A RT. 04 RW. 04 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten

Bogor,

Pemberian ljin Operasional sebagaimana dimaksud peda diktum KESATU keputusan

ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaky:

Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

WMMM kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
pemegang fjin operasional tidsk melaksanalom j i

. g By e kewsjiban sebagaimans

yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandun
mdaTugal . 99 P 9015
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